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Abstrak

Diketahui bahwa masih terdapat beberapa kekurangan, yaitu adanya keterbatasan kemampuan atau
pemahaman pengguna dalam mengoperasionalkan sistem pelayanan elektronik yang mana dalam hal
ini program OSS-RBA dikenal dengan kesenjangan digital. Beberapa kekurangan tersebut di
DPMPTSPTK Kabupaten Kuantan Singingi dengan terdapatnya keluhan dari masyarakat tentang
kesulitan pemahaman dalam pemrosesan perizinan dengan perubahan proses pengajuan perizinan
menggunakan sistem. Proses perizinan membutuhkan waktu yang cukup lama karena karena
tergantung pada jaringan petugas yang bekerja. Keterbatasan kemampuan pelaku usaha tersebut
membuat mereka tetap mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kabupaten Kuantan Singingi untuk proses pendaftaran akun dan penerbitan izin usaha.
Banyaknya pelaku usaha yang datang ke DPMPTSPTK mengakibatkan proses layanan membutuhkan
waktu yang cukup lama hal ini dikarenakan jaringan internet pada instansi DPMPTSPTK masih
bergabung dengan Kantor Bupati dan IT nya selalu bermasalah sehingga koneksi internet terkadang
lambat dan koneksi internet terputus. Hal ini menjadi kendala dalam proses pemasukan data pelaku
usaha sehingga menghambat dan memperlambat layanan pendampingan operator OSS-RBA di
DPMPTSPTK Kabupaten Kuantan Singingi untuk pelaku usaha. Dengan dibutuhkannya komitmen
dan kemauan dari pihak penyelenggara layanan untuk bisa membantu dan membuka diri terhadap
masukan yang diberikan penerima layanan dalam pengurusan perizinan berusaha. Beberapa lembaga
pelayanan perizinan di Indonesia sudah memulai untuk membuat konsensus bersama dalam proses
pelayanan perizinan yang diurus oleh publik (Adianto et al., 2017). Selain itu kurangnya pelatihan dari
dinas DPMPTSPTK untuk sumber daya manusia dalam penerapan sistem OSS-RBA. Disamping itu,
diakui bahwa saat ini perizinan secara elektronik yang telah diterapkan oleh DPMPTSPTK Kabupaten
Kuantan Singingi ini belum diketahui atau dipahami secara baik oleh pelaku usaha disebabkan belum
meratanya sosialisasi secara langsung mengenai cara penggunan layanan OSS-RBA secara online ke
setiap daerah yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

Kata kunci : perizinan sistem online, sistem OSS-RBA

Abstract

1t is known that there are still some deficiencies, namely the limited ability or understanding of users
in operating electronic service systems, which in this case the OSS-RBA program is known as the
digital divide. Some of these deficiencies in the DPMPTSPTK of Kuantan Singingi Regency were the
presence of complaints from the public about the difficulty in understanding licensing processing with
changes to the permit application process using the system. The licensing process takes quite a long
time because it depends on the network of officers working. The limited ability of these business actors
makes them continue to visit the Office of Investment and One-Stop Integrated Services (DPMPTSP)
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of Kuantan Singingi Regency to process account registration and issue business licenses. The large
number of business actors who come to the DPMPTSPTK results in the service process taking quite a
long time, this is because the internet network at the DPMPTSPTK agency is still joined to the Regent's
Office and the IT is always problematic so the internet connection is sometimes slow and the internet
connection is lost. This is an obstacle in the data entry process for business actors, which hinders and
slows down the assistance services for OSS-RBA operators at the DPMPTSPTK of Kuantan Singingi
Regency for business actors. With the need for commitment and willingness from the service provider
to be able to help and be open to input given by service recipients in obtaining business licensing.
Several licensing service agencies in Indonesia have started to create a joint consensus in the licensing
service process which is managed by the public (Adianto et al., 2017). Besides that, there is a lack of
training from the DPMPTSPTK service for human resources in implementing the OSS-RBA system. In
addition, it is recognized that currently the electronic licensing that has been implemented by the
DPMPTSPTK of Kuantan Singingi Regency is not well known or understood by business actors due
to the uneven distribution of direct socialization regarding how to use OSS-RBA services online to
every region in the Regency. Kuantan Singingi.

Keywords: online licensing system, OSS-RBA system

1. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.Perizinan berusaha berbasis risiko
adalah perizinan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Penyelenggaran perizinan berusaha
berbasis risiko meliputi, pengaturan perizinan berbasis risiko, norma, standar, prosedur, dan
kriteria perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan berusaha berbasis risiko melalui layanan
system OSS-RBA, tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, evaluasi dan
reformasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko, pendanaan perizinan berusaha berbasis
risiko, penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha berbasis risiko dan sanksi.

Pemerintah pusat menciptakan sistem pelayanan berusaha berbasis elektronik guna
menjawab permasalahan lambatnya pelayanan perizinan diberbagai daerah di Indonesia serta
memperbaiki pelayanan publik dalam mengurus perizinan berusaha. Sistem perizinan berusaha
menggunakan sistem elektronik disebut Online Single Submission (OSS) yang didasarkan pada
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Hadirnya OSS berfungsi untuk mempermudah
pengurusan perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha, izin usaha, maupun izin
operasional, baik di tingkat daerah atau pusat. Mempermudah memperoleh izin secara aman,
cepat, dan real time sehingga dapat meningkatkan penanaman modal dan berusaha terutama
pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Namun seiring berjalannya waktu, kementrian
melakukan upgrade sistem dimana yang semula OSS (Online Single Submission) berubah
menjadi OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) dimana pelayanan
perizinan berdasarkan tingkat resiko setiap usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha itu.

Kendala yang terjadi pada kemampuan petugas dalam melayani proses pengurusan izin
masih lambat dan gangguan pada sarana komputer dikarenakan sinyal kurang baik sehingga
memakan waktu sangat lama dalam proses perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Kurangnya pemahaman pelayanan perizinan daerah
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dalam menentukan KBLI sementara masyarakat menuntut hal tersebut, sehingga perizinan
tidak dapat diproses. Dan pelayanan itu penting karena untuk memenuhi kepuasan dalam
pembuatan perizinan pada pelaku usaha. Dalam kenyatannya pelaku usaha merasa diperlambat
usahanya karena sistem OSS masih dalam tahap penyesuaian dan bersifat kontinu.
Permasalahan tersebut berdampak pada turun naiknya pengurusan izin UMK dan Non UMK
di Kabupaten Kuantan Singingi. Karena sulitnya pengurusan perizinan serta cara pengurusan
perizinan yang sulit dipahami membuat Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Kuantan Singingi
yang terdata menurun ketika adanya perubahan dari OSS ke OSS RBA.

Keterbatasan kemampuan pelaku usaha tersebut membuat mereka tetap mendatangi
kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten
Kuantan Singingi untuk proses pendaftaran akun dan penerbitan izin usaha. Banyaknya pelaku
usaha yang datang ke DPMPTSPTK mengakibatkan proses layanan membutuhkan waktu yang
cukup lama hal ini dikarenakan jaringan internet pada instansi DPMPTSPTK masih bergabung
dengan Kantor Bupati dan IT nya selalu bermasalah sehingga koneksi internet terkadang
lambat dan koneksi internet terputus. Hal ini menjadi kendala dalam proses pemasukan data
pelaku usaha sehingga menghambat dan memperlambat layanan pendampingan operator OSS-
RBA di DPMPTSPTK Kabupaten Kuantan Singingi untuk pelaku usaha.

Dengan dibutuhkannya komitmen dan kemauan dari pihak penyelenggara layanan untuk
bisa membantu dan membuka diri terhadap masukan yang diberikan penerima layanan dalam
pengurusan perizinan berusaha. Beberapa lembaga pelayanan perizinan di Indonesia sudah

memulai untuk membuat konsensus bersama dalam proses pelayanan perizinan yang diurus
oleh publik (Adianto et al., 2017).

Selain itu kurangnya pelatihan dari dinas DPMPTSPTK untuk sumber daya manusia
dalam penerapan sistem OSS-RBA. Disamping itu, diakui bahwa saat ini perizinan secara
elektronik yang telah diterapkan oleh DPMPTSPTK Kabupaten Kuantan Singingi ini belum
diketahui atau dipahami secara baik oleh pelaku usaha disebabkan belum meratanya
sosialisasi secara langsung mengenai cara penggunan layanan OSS-RBA secara online ke
setiap daerah yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

2. METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2016) jenis penelitian yang digunakan deskriptif yaitu penelitian
yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih
(independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan
variabel yang lain. Jadi, penelitian ini berusaha menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi
di lapangan. Sedangkan metode yang digunakan peneliti adalah kualitatif. Data kualitatif
menurut Sugiyono (2016) adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

Alasan menggunakan metode ini adalah karena peneliti ingin memahami fenomena
dan kondisi alam yang ada, bukan dalam kondisi terkendali, laboratorium atau eksperimen.
Selain itu, karena peneliti perlu membawa subjek penelitian langsung kelapangan, maka lebih
cocok menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Fokus pada isu-isu kunci dari penelitian
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ini artinya, menggambarkan bagaimana pelaksanaan pelayanan sistem OSS-RBA di
DPMPTSPTK Kabupaten Kuantan Singingi dan apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan
pelayanan sistem OSS-RBA di DPMPTSPTK Kabupaten Kuantan Singingi dalam peningkatan
kualitas hidup masyarakat. Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan
data yang diperoleh peneliti sebagai hasil penelitian. Dengan menggunakan metode ini peneliti
akan memperoleh data yang lengkap, dan dapat menggambarkan dengan jelas, sehingga hasil
penelitian ini benar-benar memenuhi kondisi lokasi yang ada.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PELAYANAN PERIZINAN MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE
SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS RBA) PADA DINAS
PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

1.  Support (Pendukung)

Support atau dukungan. Yang berasal dari gerakan peningkatan kualitas
berkelanjutan dan mengacu pada kombinasi perubahan organisasi, prosedur, dan
kebijakan yang diperlukan untuk berinovasi. (Maksudi, 2017). Aspek support yang
dimaksud dalam penelitian ini ialah adanya sebuah support atau dukungan yang
didapat dari pemerintah dinas (DPMPTSPTK) yang ada di kabupaten kuantan
singingi. Adanya support atau dukungan pada proses pengurusan perizinan online
melalui sistem OSS-RBA di Kabupaten Kuantan Singingi diupayakan oleh
pemerintah agar lebih efektif dan efisien dengan mempermudah pelayanan yang
ada dengan menggunakan sistem OSS-RBA. . Berikut dukungan yang diberikan
dalam hal-hal sebagai berikut adalah:

Pemimpin

Sumber Daya Manusia

Sarana Dan Prasarana

Sumber Daya Finansial

Sosialisasi OSS RBA

Dasar Hukum

ook wN =~

2. Capacity (Kemampuan atau kapasitas)

Capacity atau kemampuan merupakan sebuah inovasi yang diberikan melalui
bentuk digitalisasi pelayanan tentunya hal yang tidak tertinggal ialah adalah sebuah
kemampuan yang dilihat dan diberikan melalui sumber daya (Rahmi, 2020). Menurut
Indrajit (2016:12), elemen kapasitas adalah tersedianya sumber daya yang dibutuhkan
dalam pengembangan dan pembangunan agar dapat terwujud. Diperlukan kemampuan
dan kapasitas yang harus dimiliki pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan melalui OSS
RBA.

1. fasilitas infrastuktur dalam pelaksanaan OSS RBA

2. Ketersedian SDM yang memiliki kompetensi dan keahlian.

3. Value (Manfaat)
Value atau manfaat. Dalam hal ini yang dimaksud ialah adanya sebuah kebermanfaatan
yang baik . Yang disajikan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
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dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi kepada masyarakat yang menggunakan
layanan digitalisasi pada perizinan online melalui sistem OSS-RBA.

1.
Pintu dalam melakukan proses izin usaha terhadap pelaku usaha dalam ketentuan
lembaga OSS pada halaman https://0ss.go.id dan adapun waktu dalam pelayanan OSS
ini ialah jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitan selama
5 hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.
Berikut alur sistem OSS RBA :

Nookrwdh =

OSS ini sendiri di dampingi oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

Masuk ke Website OSS

Pilih DAFTAR

Pilih Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
Pilih Jenis Pelaku Usaha
Melengkapi Data Pelaku Usaha
Aktivasi Akun

Pendaftaran Berhasil

B. Faktor Pengahambat Pelayanan Perizinan Melalui Sistem Online Single

Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Pada Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.
1.

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan bagian yang cukup berpengaruh didalam
suatu organisasi. Kurangnya kualitas sumber daya manusia didalam organisasi dapat
menyebabkan banyaknya kendala serta penghambat didalam proses pelayanan
tersebut. Selain itu sumber daya manusia juga mempengaruhi pelaksanaan organisasi,
dalam hal ini jika sumber daya manusia tidak memadai maka pelayanan yang
diberikan tidak akan optimal seperti yang seharusnya. Sesuai dengan hasil
wawancara dengan Seksi Penanganan DPMPTSPTK Kabupaten Kuantan Singingi.

Fasilitas pendukung belum memadai

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud
dan tujuan. Dan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama
terselenggaranya suatu proses usaha, pembangunan, proyek. Sesuai dengan hasil
wawancara dengan Seksi Penanganan DPMPTSPTK Kabupaten Kuantan Singingi.
mengenai fasilitas pendukung yang belum memadai, sudah jelas bahwa pada Dinas
DPMPTSPTK Kabupaten Kuantan Singingi belum adanya mesin antrian dalam
pelayanan OSS padahal itu sudah diusulkan sejak dua tahun yang lalu, namun sampai
saat ini belum ada. Tidak hanya itu IT dalam proses pelayanan ini juga bermasalah
yang mengakibatkan jaringan macet dan servernya bermasalah.

SDM masyarakat yang rendah terhadap OSS RBA

Pada penerapan OSS RBA berdasarkan pengamatan langsung dari peneliti, bahwa
masih terdapat masyarakat/pelaku usaha yang tetap hadir ke DPMPTSPTK
Kabupaten Kuantan Singingi guna melakukan pengurusan izin berusaha. Mereka
seharusnya dapat mendaftarkan izin usahanya dengan internet teleponnya dan tanpa
harus untuk mendatangi DPMPTSPTK Kabupaten Kuantan Singingi. Sebagaimana
hasil wawancara yang di ungkapkan oleh Bapak Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan DPMPTSPTK Kabupaten Kuantan Singingi. Saat ini diketahui
bahwa masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap layanan OSS RBA ini.
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Dan ini juga di keluhkan oleh pihak instansi mengenai masyarakat yang kurang
paham dalam teknologi informasi layanan OSS RBA.
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